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BAB |

PENDAHULUAN

DASAR PEMIKIRAN

Prosedur merupakan dasar yang berurutan untuk melakukan sebuah
tindakan atau pekerjaan secara baik dan benar supaya mendapatkan hasil
yang maksimal. Sedangkan verifikasi adalah pemeriksaan laporan,
pernyataan dan sebagainya. Verifikasi digunakan untuk melengkapi sebuah
kriteria sehingga dapat digunakan.Pajak adalah iuran wajib dari rakyat
kepada pemerintah untuk membangun negara yang pengenaanya
berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung
serta dapat dipaksakan kepada pelanggarnya (Abut, 2010:2).Di Indonesia
mempunyai beberapa jenis pajak diamtaranya adalah pajak bumi bangunan,
pajak penghasilan, pajak reklame, pajak hadiah dan pajak lainnya. Pajak
penghasilan menurut Undang-Undang adalah setiap kali wajib pajak
menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam
negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kemampuan ekonomis
yang menjadi tolak ukur yang baik dalam menentukan kemampuan wajib

pajak untuk membangun Negara.



Pajak sangat penting buat negara sekitar 70% penerimaan negara
berasal dari pajak tanpa pajak. Kehidupan di suatu negara tidak akan berjalan
dengan baik karena pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, biaya
pendidikan, subsidi bahan bakar minyak pembangunan negara di biayai oleh
pajak maka semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin besar
juga pembangunan fasilitas dan infrastruktur suatu negara. perolehan pajak
digunakan untuk membiayai proyek pembangunan, belanja pegawai dan
lain-lain. Swlain itu perolehan pajak juga digunakan untuk memberikan rasa
aman kepada masyarakat semua warga negara dari yang masih hidup sampai

dengan meninggal di biayai oleh uang pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia terus di perbaharui agar menampilkan
adanya hokum yang ditegakkan sehingga keadilan dapat tercapai untuk
negara dan warganya (syarat yuridis), proses perdagangan yang meningkat
dikarenakan adanya keseimbangan produksi dan perdagangan (syarat
ekonomi), supaya perolehan pajak dapat menutupi pengeluaran (syarat
finansial) sistem perpajakan Indonesia self assessment system digunakan
sampai tahun 1967 merupakan suatu bentuk cara pemungutan pajak dengan
wewenang berada di pemungutan pajak/dirjen pajak. Petugas pajak
menentukan besarnya pajak yang terutang sehingga wajib pajak bersifat
pasif. Pemerintah memiliki kontrol penuh untuk menentukan jumlah pajak

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika pemerintah sudah



menentukan besaran pajak maka timbul utang pajak.With holding system
atau semi self assessment system dan berlaku 1968-1983 penentuan jumlah
pajak ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Wajib pajak tidak perlu
repot-repot menghitung dan menyetor pajaknya karena pihak yang
menjankannya. Self assessmentsystem, sistem ini digunakan pada tahun 1983
hingga saat ini yaitu wajib pajak menghitung pajaknya sendiri petugas pajak
akan memberikan bantuan, petunjuk dan mengawasi jalannya setoran

penyetoran dan pemungutan.

Kantor pelayanan pajak pratama pati melayani verifikasi bukti dan
penyetoran pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan, verifikasi ini penting dilakukan untuk pembuktian bukti yaitu
meliputi mengecek kelengkapan berkas, menyesuaikan identitas wajib pajak,
memastikan jumlah PPh yang harus disetor, memastikan kode jenis
setoran,kode akun pajak,nomor transaksi penerimaan Negara (NTPN)
apakah sesuai dengan data di modul penerimaan negara. Serta memastikan
tempat dan luas tanah dan atau bangunan, meneliti kebenaran nilai
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, menentukan kewajaran nilai
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan harga pasar dan
sebagainya. Penelitian sangat penting dilakukan untuk menghindari
pemalsuan identitas wajib pajak atau nilai dan tempat tanah dan atau

bangunan yang akan dialihkan haknya. Dari uraian diatas penulis tertarik
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untuk menulis tentang bagaimana cara memverifikasi pajak penghasilan final
atas tanah dan atau bangunan dengan judul:“PROSEDUR VERIFIKASI
PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA PATI".

TUJUAN MAGANG

1. Mampu mengidentifikasi prosedur pajak penghasilan final atas
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan prosedur pajak

penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

TARGET MAGANG

1. Mampu menjelaskan prosedur pajak penghasilan final atas pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan.

2. Mampu menjelaskan kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan
prosedur pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan atau

bangunan.



14 BIDANG MAGANG
Magang dilaksanankan pada bidang pelayanan pajak.

Tugas dan wewenang dari bidang perpajakan adalah:

1. Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan.

2. Memberikan penalaran pemecahan masalah secara keahlian.

15 LOKASI MAGANG
Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
Alamat - JI. P. Sudirman No. 64 Pati Kidul, Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati Jawa Tengah
Kode pos : 59114

Nomer telepon : 0295-381419, 0295-381483, 0295-381479
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Gambar 1.1 lokasi magang

Jadwal Magang

Magang dilaksanakan mulai 26 Februari 2018 sampai 26 Maret 2018, yaitu

satu bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan

magang, penulis akan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Magang

Keterangan

Waktu Pelaksanaan

Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Bulan 4

Pelaksanaan kegiatan

magang

Bimbingan dengan dosen

pembimbing

Penulisan TOR

Penyusunan laporan

magang
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memiliki 4 bagian yaitu:
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target
magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, sistematika penulisan
tugas akhir.
BAB || LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang dasar-dasar teori yang akan digunakan untuk acuan
dalam pembuatan tugas akhir.
BAB Il ANALISIS DESKTIPTIF

Bab ini berisikan tentang pembahasan analisis data yang diperoleh disaat
magang. Dalam bab ini berisikan gambaran umum kantor pelayanan pajak Pati
pembahasan mengenai prosedur pelaporan dan cara meneliti pajak penghasilan
final pasal 4 ayat 2 tentang pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di

kantor pelayanan pajak pratama Pati.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN



Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan di kantor
pelayanan pajak pratama Pati serta saran untuk perkembangan kantor pelayanan

pajak pratama Pati

BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 PROSEDUR

2.1.1  Pengertian Prosedur

Prosedur adalah urutan kegiatan, yang melibatkan beberapa orang
dalam satu departemen atau lebih untuk menjamin penanganan secara
transaksi secara seragam trnasaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
(Mulyadi 2001:5). Prosedur adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk
menangani suatu peristiwa atau transaksi. (Winarno 2006:2.17). Dari
definisi diatas dapat disimpulkan prosedur adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan beberapa orang untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi.

2.2 PAJAK



2.2.1

Pengertian Pajak

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang pasal 1 (UU No. 28
Tahun 2007) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. 8

Pajak ialah iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah untuk
membangun negara yang pengenaanya berdasarkan Undang-Undang dan
tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada
pelanggarnyaAbut (2010:2). Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat
kepada pemerintah untuk membiayai pengeluarannegara tanpa balas jasa

secara langsung (Prasetyono 2012:11)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib
dari rakyat kepada pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang untuk
membiayai pengeluaran pemerintah yang menyangkut dengan tugas negara

dan masyarakat mendapatkan imbalan secara tidak langsung.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak
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Suatu negara mempunyai dasar hukum pajak, hukum pajak dibagi

menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Pajak Materiil
Hukum pajak materil, yaitu tentang norma-norma yang menyangkut antara
lain perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak),
siapa yang dikenakan pajak (subjeak), besaran pajak (tarif), segala sesuatu
yang menimbulkan dan hapusnya utama pajak hukum dari pemerintah
kepada wajib pajak.

Antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi

Daerah.

2. Pajak formil
Hukum pajak formil, merupakan peraturan yang mewujudkan hokum
materiil Hukum iini memuat antara lain:
a. Tata cara atau prosedur penetapan suatu utang pajak.
b. pengawasan kepada wajib pajak atau hak fiskus tentang perbuatan,

keadaan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak.



11

2.2.3 Fungsi Pajak

Sebelum berfikir pajak sebagai beban sebenarnya pajak mempunyai fungsi
yang sangat penting untuk menjalankan suatu negara dibawah ini adalah fungsi

pajak menurut Dwi Sunar Presetyono

1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran
negara.
2. Fungsi regularend (pengatur)
Pajak berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi dengan melalui
kebijakan pajak.
3. Alat sebagai penjaga stabilitas
Pajak berfungsi mengendalikan inflasi dengan mejalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga.
4. Sarana redistribrusi
Pajak berfungsi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara
membiayai kepentingan umum, membuka kesempatan kerja dan

sebagainya. (Presetyo 2012:19 )

Fungsi pajak menurut Hilarus Abut

1. Fungsi budgeter



2.3

2.3.1

12

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada
negara untuk digunakan membiayai pengeluaran negara fungsi ini terletak
di sektor publik.
2. Fungsi regulerend (mengatur)
Fungsi pajak ini terletak diluar bidang keuangan dan sebagai alat untuk
mencapai tujuan dan fungsi ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.
(Abut 2010:4)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan pajak memiliki fungsi utama yaitu
sebagai sumber anggaran untuk membiayai semua pengeluaran negara yang
bersangkutan dengan tugas negara dan sebagai pengatur pertumbuhan
ekonomi dengan kebijakan pajaknya. Dan ada fungsi tambahan yaitu
stabilitas yang berfungsi mengendalikan inflasi dengan cara menjalankan
kebijakan pajak yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi tambahan
lainnya adalah retrisbusi pendapatan yaitu meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan cara pembangunan, membiayai kepentingan umum dan

sebagainya.

PAJAK PENGHASILAN

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak yaitu orang pribadi,

perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau
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diperolehnya. Subjek pajak yang memperoleh atau menerima disebut Wajib
Pajak dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dan Wajib Pajak
dikenakan pajak penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau
dapat juga pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban

subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yaitu pajak yang
mempertimbangkan keadaan dan kemampuan wajib pajak untuk menentukan
tariff pengenaan pajak. (Rusdji 2007:01-1) Dalam jurnal Norma B. Coe,
Zhenya Karamcheva, Richard Kopcke, Alicia H. Mummell (2011) Pajak
adalah persentase yang datar dari penghasilan dari wajib pajak sehingga
penghasilan dari wajib pajak terkena pajak secara maksimum. Dari definisi
diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang
dikenakan pada subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan
dan dikenakan pajak atas penghasilan selama setahun dengan

mempertimbangkan keadaan dan kemampuan wajib pajak.

Subjek Pajak penghasilan

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak
dan disebut wajib pajak apabila subjek pajak sudah mendaftarkan diri kepada

pelayanan pajak, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan
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yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan

dan bentuk usaha tetap.

Objek Pajak penghasilan

Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008

adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3. Laba usaha;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota

c¢) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan atau pengambilalihan usaha;
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d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau

permodalan dalam perusahaan pertambangan.

. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya;

Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa

hasil usaha koperasi ;

. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
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9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Surplus Bank Indonesia

Dasar Hukum Pajak Penghasilan
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1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 28 Tahun 2007.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008.

3. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata
Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara
Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari
Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang
Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
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PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Menurut (Resmi 2009:145) dalam jurnal Muhammad Yusuf (2016)
pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilannya yang
pengenaanya sudah berakhir tidak dapat dikreditkan lagi dari total pajak

penghasilan terutang pada akhir tahun.

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang
dikenakan kepada wajib badan maupun wajib pajak pribadi atas jenis
penghasilan tertentu yang bersifat final atau pemotongan pajakanya hanya
sekali dalam sebuah masa pajak dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak

penghasilan terutang.

Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Objek pajak merupakan suatu transaksi yang harus dikenakan pajak
menurut peraturan-peraturan dibawah ini adalah objek pajak yang dikenakan
pada pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2
1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8miliar

dalam 1 tahun masa pajak.
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2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan
obligasi negara, dan bunga tabungan anggota koperasi yang dibutuhakan
oleh koperasi.

3. Hadiah berupa lotere / undian.

4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif
perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.

5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau
bangunan; dan

6. Pendapatan lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengalihan Hak Tanah dan Ataudi KPP Pratama Pati Objek

Pengalahan Hak Tanah dan Atau Bangunan

Pengalihan hak merupakan pemberian wewenang kepada seseorang
yang diberikan hak untuk memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang telah
dialinkan, orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib membayar atau
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dipungut Pajak Penghasilannya baik dalam kegiatan usahanya maupun diluar

usahanya saat terjadinya ransaksi.

Pengalihan Hak

Ada beberpa pengalihan hak di bawah ini merupakan bentuk dari pengalihan
hak menurut (PP 48/49) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

adalah:

1. Penjualan,tukar-menukar termasuk ruislag, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain, yang
disepakatai oleh kedua belah pihak yang bukan pemerintahan.

2. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain, yang
disepakatai oleh pemerintah guna pelakasanaan pembangunan, termasuk
pembangunan untuk kepentingan umum vyang tidak memerlukan
persyaratan khusus misalnya penjualan atau pelepasan hak tanah kepada
pemerintah untuk Proyek Rumah Sakit Umum atau untuk Proyek kampus
universitas.

3. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain, kepada
pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu pembebasan tanah oleh
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pemerintah proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk,
bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan
laut, Bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dengan rincian diatas, penjualan atau pengalihan hak atas tanah,
bangunan atau tanah dan bangunan di hadapan Notaris walaupun tidak
selaku PPAT, meliputi berbagai bentuk seperti akta perikatan jual beli, jual
beli pengalihan banginan di atas tanh Negara (kotamadya), pelabuhan atau di
atas tanah pihak ke tiga, pembebasan tanah opleh real/industrial estate, jual
beli atau pengalihan hak pengelolaan, atau cara ;ain yang dapat
dikategorikan penjualan tanah, bangunan atau tanah dan bangunan di

hadapan Notaris.

Dalam pengalihan hak dengan cara lain termasuk pengalihan hak

sehubungan dengan (SE 04/96)

1. Warisan

2. Sewa guna usaha dengan opsi

3. Sale and lease back

4. Penetoran modal saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan

5. Pengalihan hak sehubungan dengan bangun guna serah
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6. Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan
usaha
7. Pembubaran badan hukum

8. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tarif Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau

Bangunan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun

2016 menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan penglihan hak atas tanah

dan atau bangunan adalah sebgai berikut:

1. 2,5 % dari bruto nilai pengalihan untuk pengalihan hak berupa asset tanah
dan/atau bangunan selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana
yang dilakukan wajib pajak yang penghasilan utamanya melakukan
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

2. 1 % dari bruto nilai pengalihan untuk pengalihan hak berupa asset tanah
dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana
yang dilakukan oleh wajib pajak yang penghasian utamanya melakukan

pengalihan hak atas tanah fan/atau bangunan.
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3. 0 % tasa pengalihan hak berupa asset tanah dan/atau bangunan kepada
pemerintah yang terkandung dalam Undang-Undang yang mengatur

tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penelitian Formal di Seksi Pelayanan
Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan
menurut SE-40.PJ.2017 penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Formal

Penelitian formal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau kantor
pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, yang wilayah kerjanya

meliputi tanah dan/atau bangunan

2. Penelitian Material
Penelitian yang dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar dan
teradministrasikan  yang surat pemberitahuan  tahunan  pajak
penghasilannya atau kegiatan usahanya dilakukan. Wajib pajak ini
merupakan wajib pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
orang pribadi yang belum memiliki NPWP atau usaha pokoknya adalah

mengalihkan hak tanah dan/atau bangunan.
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Flowchart
Flowchart adalah kumpulan simbol-simbol tertentu didalam suatu
bagan menunjukan suatu proses secara mendetail dan hubungan antara suatu
prosesdengan proses lainya didalam suatu program. Dibawah ini adalah
contoh beberapa symbol yang ada di flowchart :
Tabel 2.1

Simbol flowchart

Simbol Nama Fungsi

Titik terminal Sebagai awalan (start)

:] atau akhiran (end)

Keputusan Untuk memilih
keputusan sesuai dengan

kondisi yang ada

Baris penghubung Sabagai penghubung

pada lembar yang
berbeda
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Kegiatan manual

Sebagai proses atau
kegiatan dengan cara

manual

v

Dokumen Sebagai masukan
berasal dari dokumen
kertas atau pengeluaran

Garis Alir Tanda untuk

menunjuksn bagian

interupsi selanjutnya

Penyimpanan

offline/arsip

Data yang ada di
symbol ini menunjukan

disimpan

il

Disk magnetic

Penyimpanan permanen

sebagai database

Pengolahan computer

Proses yang dilakukan

oleh komputer
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Penghubung halaman | Menghubungkan aliran

Q yang sama proses pada halaman

yang sama

Kegiatan operasi Lingkaran besar untuk
kegiatan operasi misal

mengetik

BAB 111

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 DATA UMUM
3.1.1 Sejarah KPP Pratama Pati
KPP Pratama Pati lahir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
nomor 279/KMK/1/1989 dari Kantor Dinas Luar (KDL) Tk.l Pati yang
berada dibawah KPP Pratama Kudus, serah terima dilakukan pada tanggal

26 September 1989 dan peresmian dilakukan pada tanggal 16 Oktober 1989.
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Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kepl41/PJ/2007,
ditetapkan saat mulai beroprasi KPP Pratama Pati pada tanggal 6 November

2007.

KPP Pratama Pati dipimpin oleh Drs. Sudarmawan Haris Hartandi, M.T.,

sebelumnya di pernah dimpin oleh :

Pemimpin kpp pratama pati

1. Drs. Sujono Pawiro dari tahun 1989 sampai dengan
1992

2. Djohan Djusad, S.E., dari tahun 1992 sampai
dengan 1994

3. Drs. Adam Anang dari tahun 1994 sampai dengan
1997

4. Drs. Agoes Soejatno dari tahun 1994 sampai
dengan 1999 2

5. Drs. Sukarno Zabib Beruga dari tahun 2000 sampai
dengan 2002

6. Drs. Riel Pasaribu, MBA dari tahun 2003 sampai
dengan 2006

7. Drs. Batara Rumare Siregar, MM., dari tahun 2006

sampai dengan Mei 2008
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8. Srijono, S.H., M.M., dari bulan Juni 2008 sampai
dengan Juli 2008

9. Drs. Robby Tampubolon, Ak., M.M., dari bulan
Agustus 2008 sampai dengan Oktober 2008

10. Drs. Seno S.B. Hendra, M.M., dari bulan Oktober
2008 sampai dengan April 2009

11. Drs. Robby Tampubolon, Akt., M.M., dari bulan
April sampai dengan Agustus 2009

12. Dwi joko Kristanto, S.E., M.M., M.Si. dari bulan
Agustus 2009 sampai dengan januari 2012

13. Ir. Joko Murdwianto, M.Si., dari bulan Januari 2012
sampai dengan September 2013

14. Drs. Sudarmawan Haris Hartadi, M.T. dari bulan

September 2013 sampai dengan Sekarang.

Wilayah Kerja KPP Pratama Pati

Wilayah kerja kpp pratama Pati meliputi kabupaten Pati dengan
luasnya 150.268 ha. Ketinggian wilayah kabupaten Pati ialah antara 0 -
1.000 m di atas permukaan laut. Wilayah yang memiliki ketinggian tertinggi
adalah kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian 624 m di atas permukaan

laut dan wilayah terendah berda di kecamatan Tayu dengan ketingiian 1 m di
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atas permukaan laut. Kpp pratama Pati membawahi 21 kecamatan dan 404

desa.
Tabel 3.1
Kecamatan di kabupaten Pati
No Kecamatan Jumlah desa
1 Batangan 18
2 Cluwak 13
3 Dukuhseti 12
4 Gabus 23
5 Gembong 11
6 Gunungwungkal 15
7 Jaken 21
8 Jakenan 23
9 Juwana 29
10 Kayen 15
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11 Margorejo 18
12 Margoyoso 22
13 Pati 28
14 Pucakwangi 20
15 Sukolilo 17
16 Tambakromo 18
17 Winong 30
18 Wedarijaksa 18
19 Trangkil 16
20 Tlogowungu 15
21 Tayu 22

Disamping wilayah Pati, kpp pratama pati juga memiliki Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau pos pembantu yang
berada di Rembang. Kpp pratama Pati terletak di kabupaten Pati dekat
dengan kantor kejakasaan Pati, kantor kodim dan satlantas Pati tepatnya di JI

Jendral Sudirman no. 64 Pati. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan
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gabungan dari 3 kantor operasional Direktorat Jenderal Pajak yaitu kantor

pelayanan pajak, kantor pelayanan pemeriksaan dan penyelidikan pajak.

Visi KPP Pratama Pati

Menjadi Intstitusi Penghimpuinan Penerimaan Negara yang Terbaik

demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Misi KPP Pratama Pati

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri

dengan:

1. Menugumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela
yang tinggi dan penegakan hokum yang adil.

2. Pelayanan brbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan
kewajiban perpajakan.

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen Kinerja.

Struktur Organisasi KPP Pratama Pati
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Didalam suatu organisasi pasti mempunyai struktur organisasi yang
bertuan untuk membagi pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, dan
dikoordinasi secara formal. Dibawah ini adalah struktur organisasi di KPP

Pratama Pati memiliki 9 bagian yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bagian ini mengurusi tentang kepegawaian, keuangan, rumah tangga, tata
usaha, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengelolaan risiko,
pemantauan pengendalian internal, pengawasan, seta penyusunan
rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Pengolahan Data dan Informasi

Bagian ini mengurusi tentang pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,
urusan tata usaha penerima perpajakan, pemantauan e-SPT dan e-Filing,
pengamatan potensi perpajakan pelayanan dukungan teknis komputer, dan

pengelolaan kinerja organisasi.

3. Seksi Penagihan
Bagian ini mengurusi tentang penatausahaan piutang pajak, penagihan
aktif, penyimpanan dokumen penagihan, penundaan dan angsuran

tunggakan pajak, serta usulan penghapuisan piutang pajak.

4. Seksi Pemeriksaan
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Bagian ini mengurusi tentang penyusunan pemeriksaan, pengawasan
pelaksanaan aturan pemeriksaan, penyaluran, penerbitan, administrasi
perpajakan dan penyaluran surat perintah pemeriksaa pajak.

. Seksi Pengawasan dan Konsultasi |

Bagian ini mengurusi tentang proses penyelesaian permohonan

Wajib Pajak, bimbingan, usulan pembetulan ketetapan pajak

konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 11l dan IV

Bagian ini mengurusi tentang tugas melakukan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
penyusunan profil Wajib Pajak rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam
rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Bagian ini mengurusi tentang pengamatan potensi perpajakan,
pembentukan dan pemutakhiranbasis data nilai objek pajak dalam
menunjang ekstensifikasi dan juga pendataan objek dan subjek pajak.

. Seksi Pelayanan

Bagian ini mengurusi tentang penetapan dan penerbitan produk hukum
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas
perpajakan,penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksaan pendaftaran

Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
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9. Fungsional
Bagian ini terdiri dari pejabat fungsional penilai dan pejabat fungsional

pemeriksaan yang bertanggung jawab langsung kepada KPP.

KEPALA DJP

KANWIL DJP

JAWA
TENGAH
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3.2

3.2.1

Dokumen Yang Dibutuhkan

DATA KHUSUS

Dokumen merupakan sebuah tulisan yang memiliki informasi dalam

penelitian formal maupun material di kantor pelayanan pajak sangat

membutuhkan dokumen untuk dilakukannya penelitian. Di bawah ini adalah




36

dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian formal dan material di kantor

pelayanan pajak pratama Pati :

1.

10.

SSP yang tertera nomor transaksi penerimaan negara beserta fotocoynya

dan

. nomor transaksi bank atau nomor transaksi pos atau sarana administrasi

lainnya yang disamakan dengan SSP yang dicantumkan NPWP.

. Surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau

perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan
yang telah diisi secara lengkap dan diberi materai.

Fotokopi bukti penjualan, bukti transfer atau tunai yang telah
ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas

materai.

. Fotokopi SPPTT PBB atau bukti penagihan PBB lainnya untuk tahun

terakhir.

. Fotoopi KTP bagi pembeli dan penjual yang berkewarganegaraan

Indonesia.

. Fotokopi paspor untuk pembeli dan penjual yang berkewarganegaraan

asing.

. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk menyampaikan

dan/atau mengambil bangunan.

. Fotokopi brosur, price list dan perjanjian pengikatan jual beli beli.

Surat pernyataan tidak wajib menggunakan NPWP.
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Jika dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada special
purpose company atau kontrak investasi kolektif dalam skema kontrak

investasi kolektif tertentu, terlampir tambahan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi pemberitahuan efektinya pernyataan pendaftaran DIRE
berbentuk KIK yang diterbitkan oleh OJK.

2. Keterangan dari OJK bahwa wajib pajak yang mengalihkan real estat
bertransaksi dengan special purpose company atau KIK dalam skema

KIK tertentu.

Surat pernyataan yang dibubuhi meterai yang menyatakan bahwa wajib
pajak melakukan pengalihan real estat kepada special purpose company atau

KIK dalam skema KIK tertentu.

Fungsi Yang Terkait

Ada beberapa fungsi yang memegang peranan penting dalam
melakukan penelitian formal maupun material ini adalah fungsi yang terkait
dalam penyelesaian penelitian formal dan material di kantor pelayanan pajak

pratama Pati :
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1. Petugas tempat pelayanan terpadu bertugas menerima berkas permohonan
dari wajib pajak dan merekam berkas permohonan, menisi kelengkapan,
mencetak bukti penerimaan surat dan menyerahkan ke wajib pajak dan
mencetak lembar pengawasan arus dokumen untuk diserahkan kepada
kepala seksi pelayanan.

2. Kepala seksi pelayanan menunjuk pelaksana untuk melakukan penelitian
formal dan memeriksa konsep yang telah dibuat pelaksana.

3. Pelakasan dari seksi pelayanan melakukan penelitan formal sesuai dengan
prosedur.

4. Petugas seksi pengawsan menrima berkas permohonan yang telah diteliti
sesuai prosedur selanjutnya untuk ditindak lanjuti.

5. Kepala seksi pengawasan melakukan pengecekan dan pendatanganan
untuk ditindaklanjuti.

6. Fungsional menindaklanjuti jika terjadi ketidakwajaran nilai pengalihan

jika dimintai bantuan oleh petugas seksi pengawasan.

Prosedur Tata Cara Penelitian Formal Oleh Seksi Pelayanan

Dalam melakukan peneltitian formal di kantor pelayanan pajak
pratama Pati ada prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan

berikut adalah prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan:
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1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima berkas permohonan
dari Wajib Pajak (WP) melalui Prosedur Penerimaan surat di Tempat
Pelayanan Terpadu (TPT). Selanjutnya Petugas TPT melalui aplikasi
yang tersedia:

a) Merekam berkas permohonan

b) Mengisi checklist kelengkapan

¢) Mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diserahkan ke WP dan

d) Mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) untuk
disatukan pada berkas permohonan,Selanjutnya meneruskan berkas
permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

2. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Kepala Seksi Pelayanan, dan
selanjutnya memberikan disposisi kepada Pelaksana yang ditunjuk untuk
menindaklanjuti berkas permohonan dengan melakukan penelitian formal.

3. Pelaksana Seksi Pelayanan yang ditunjuk (selanjutnya disebut Petugas
Peneliti), menginput data permohonan WP ke dalam system, dan
melakukan penelitian terhadap berkas permohonan untuk memastikan:

a) ldentitas WP dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak
Penghasilan, dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau
fotokopi Kartu Tanda Pendudu atau Paspor;

b) Jumlah Pajak Penghasilan ang telah disetor oleh WP, DENGAN Pajak
Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan;

dan
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¢) Kode akun pajak, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN),kode
jenis setoran dan jumlah PPh yang disetor, berdasarkan surat setoran
pajak, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat
setoran pajak, telah sesuai dengan data penerimaan pajak dalam Modul
Penerimaan Negara MPN.

4. Petugas peneliti melalui system, mengusulkan kepada Kepala Seksi
Pelayanan untuk dibuatkan:

a. Konsep surat keterangan penelitian format bukti pwmwnwuhan
kewajiban penyetoran pajak penghasilan, dalam hal berkas
permohonan telah lengkap an sesuai.

b. Konsep surat pembberitahuan permohonan penelitian bukti pemenuhan
kewajiban penyetoran pajak penghasilan tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai, dalam hal brkas permohonan tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai.

5. Selanjutnya berdasarkan notifikasi pada sistem, Kepala Seksi Pelayanan
meneliti
dan menyetujui usulan dari Petugas Peneliti.

6. Petugas Peneliti melakukan pencetakan konsep Surat yang telah disetujui
oleh kepala seksi pelayanan melalui sistem, selanjutnya menyerahkan
kepada kepala seksi pelayanan.

7. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani surat keterangan

penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak
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penghasilan atau surat pemberitahuan permohonan penelitian bukti
pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan tidak lengkap

dan/atau tidak sesuai, selanjutnya

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menindaklanjuti.

8. Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban
penyetoran pajak penghasilan atau surat pembertahuan permohonan
penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan
tidak lengkap adan/atau tidak ssuai, harus diambil langsung oleh
WP/kuasanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP/kuasanya
melakukan permohonan, dengan memperlihatkan Bukti Penerimaan Surat
(BPS) atas permohonan yang ditujukan.Untuk kepentingan penelitian
material, Petugas Peneliti mengadministrasikan permohonan WP tersebut
dengan mengikuti SOP Tata Cara Produksi dan Pengolahan Hasil

Produksi Data Sehubungan Dengan Tugas dan Fungsi di KPP.

Tata Cara Penelitian Material Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Atas Tanah dan/atau Bangunan
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Dalam melakukan peneltitian material di kantor pelayanan pajak
pratama Pati ada prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan
berikut adalah prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan:

1. Account Representative (AR) seksi pengawasan dan konsultasi atau
pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, menerima berkas
permohonan wajib pajak yang telah di periksa secara SOP.

2. Setelah menerima berkas permohonan seksi pengawasan dan konsultasi
atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan :

a. Menganalisis kewajaran terhadap nilai pengalihan yang tercantum
dalam berkas permohonan

b. Membuat serta menandatangani konsep laporan analisis indikasi
ketidakwajaran nilai pengalihan, setelah itu diberikan kepada kepala
seksi pengawasan.

3. Kepala seksi pengawasan meneliti, menyetujui dan menandatngani
konsep laporan analisis ketidakwajaran nilai pengalihan, setelah itu di
berikan kepada seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi
ekstensifikasi dan penyuluhan.

4. seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan
penyuluhan menindaklanjuti laporan analisis indikasi ketidakwajaran nilai
pengalihan.

a. Jika nilai pengalihan dikatanan wajar maka proses selesai.
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b. Jika tidak wajar maka seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana
seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dapat melakukan sendiri atau
meminta bantuan kepada fungsional penilai atau petugas penilai pajak.

. Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan fungsional atau petugas

penilai pajak melakukan:

a. Penilaian objek pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau
perubahn PPJB atas tana dan atau bangunan

b. Membuat konsep laporan penilaian, menandatngani, setelah itu
diberikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.

. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani setelah itu diberikan

kembali kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana

seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

. Kepala seksi menugaskan AR pengawasan dan konsultasi atau pelaksana

seksi ekstensifikasi dan penyuluhan untuk menindaklanjuti laporan

penilaian dari fungsional penilai/ petugas penilai pajak.

. AR seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi ekstensifikasi

dan penyuluhan membuat dan menandatangani konsep laporan hasil

penelitian, selanjutnya diberikan kepada kepala seksi pengawasan dan
konsultasi atau kepala pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi atau kepala pelaksana seksi

ekstensifikasi dan penyuluhan meneliti, menyetujui, dan menandatangani

konsep laporan hasil penelitian, selanjutnya diberikan kepada kepala KPP.



3.2.5

44

10. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani laporan hasil penelitian
selanjutnya diberikan kepada seksi terkait unduk ditindaklanjuti.
11. seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan
penyuluhan menindaklanjuti:
a. tidak dilanjutkan atas laporan hasil penelritian, maka proses selesai.
b. Dilanjutkan atas laporan hasil penelitian, selanjutnya mengikuti

prosedur permintaan penjelasan data dan atau keterangan.

Bagan Alur Kerja
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Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak,
Dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak Petugas TPT Petugas Peneliti/Pelaksana Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan
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Gambar 3.2 bagan alur penelitian formal menurut surat edaran no 40.PJ.2017
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Penyelesaian Permohonan Penelitian Material Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan
Hak, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tempat Tinggal atau
Tempat Kedudukan Subjek Pajak/Wajib Pajak

Kepala Seksi Pengawasan dan
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Gambar 3.3 bagan alur penelitian material bagian AR menurut surat edaran no 40.PJ.2017
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Tata Cara Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Hak Atas Tanah Dan Atau
Bangunan Oleh Seksi Pelayanan di KPP Pratama Pati

Dalam melakukukan penelitian material harus dilakukan prosedur atau
lanhkah-langkah ini adalah prosedur atau langkah-langkah yang harus
dilakukan :

1. Petugas tempat pelayanan terpadu menerima berkas permohonan dari
wajib pajak, selanjutnya merekam berkas permohonan, mencetak bukti
penerimaan surat, lembar pengawasan arus dokumen dan melakukan
pengecekan dengan system serta meneruskan berkas pemohonan untuk
diteliti formal.

2. Kepala seksi pelayanan mendisposisikan atau menugaskan petugas
peneliti untuk menindaklanjuti.

3. Petugas peneliti mengisi data permohonan wajib pajak ke dalam system
melakukan pengecekan kesesuain data permohonan melalui sistem, jika
tidak sesuai petugas membuat surat pemberitahuan permohonan tidak
dapat diterima secara system dan wajib pajak mengambil berkas
permohonan untuk dilengkapi, jika sesuai dan sudah dilengkapi petugas
peneliti membuat konsep surat keterangan penelitian formal secara sistem
dan diberikan kepada kepala seksi pelayanan.

4. Kepala seksi pelayanan meneliti dan menyetujui dan diberikan kepada

petugas pelayanan untuk ditindaklanjuti.
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5. Petugas peneliti mencetak dokumen yang telah disetujui oleh kepala seksi
pelayanan sebanyak tiga lembar dan diberikan kepada kepala pelayanan.

6. Kepala seksi pelayanan menyetujui dan menandatangani surat keterangan
penelitian formal sebanyak tiga lembar beserta lampiran dan dikembalikan
lagi ke petugas peneliti untuk ditindaklanjuti.

7. Petugas peneliti menerima tiga lembar surat penelitian formal beserta
lampiran yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kepala seksi
pelayanan dan membagikan satu lembar beserta lampiran kepada wajib

pajak dan dua lembar beserta lampiran diarsipkan.

Tata Cara Penyelesaian Penelitian Material Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari
pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perubahan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP
Pratama Pati
Dalam melakukukan penelitian material harus dilakukan prosedur atau
lanhkah-langkah ini adalah prosedur atau langkah-langkah yang harus
dilakukan :
1. Account Representative (AR) seksi pengawasan dan konsultasi atau
pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan menerima berkas

permohonan dari wajib pajak yang telah diperiksa secara SOP
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2. Selanjutnya menganalisis kewajaran terhadap nilai pengalihan yang
tercantum dalam berkas permohonan, membuat serta menandatangani
konsep laporan analisis indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan, setelah
itu di berikan kepada kepala seksi pengawasan

3. Kepala seksi pengawasan meneliti, menyetujui dan menandatngani
konsep laporan analisis ketidakwajaran nilai pengalihan, setelah itu di
berikan kepada seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi
ekstensifikasi dan penyuluhan.

4. seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan
penyuluhan menindaklanjuti laporan analisis indikasi ketidakwajaran nilai
pengalihan.

a. Jika nilai pengalihan dikatanan wajar maka proses selesai.

b. Jika tidak wajar maka seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana
seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dapat melakukan sendiri atau
meminta bantuan kepada fungsional penilai atau petugas penilai pajak.

5. Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan fungsional atau petugas
penilai pajak melakukan:

a. Penilaian objek pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau
perubahn PPJB atas tana dan atau bangunan

b. Membuat konsep laporan penilaian, menandatngani, setelah itu

diberikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
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. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani setelah itu diberikan
kembali kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana
seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.
. Kepala seksi menugaskan AR pengawasan dan konsultasi atau pelaksana
seksi ekstensifikasi dan penyuluhan untuk menindaklanjuti laporan
penilaian dari fungsional penilai/ petugas penilai pajak.
. AR seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi ekstensifikasi
dan penyuluhan membuat dan menandatangani konsep laporan hasil
penelitian, selanjutnya diberikan kepada kepala seksi pengawasan dan
konsultasi atau kepala pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.
. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi atau kepala pelaksana seksi
ekstensifikasi dan penyuluhan meneliti, menyetujui, dan menandatangani
konsep laporan hasil penelitian, selanjutnya diberikan kepada kepala KPP.
Kepala KPP menyetujui dan menandatangani laporan hasil penelitian
selanjutnya diberikan kepada seksi terkait unduk ditindaklanjuti.
seksi pengawasan dan konsultasi atau pelaksana seksi ekstensifikasi
dan penyuluhan menindaklanjuti:
a. tidak dilanjutkan atas laporan hasil penelritian, maka proses selesai.
b. Dilanjutkan atas laporan hasil penelitian, selanjutnya mengikuti

prosedur permintaan penjelasan data dan atau keterangan.
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Penyeleaian permohonan penelitian formal
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Penyeleaian permohonan penelitian formal
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Gambar 3.5 bagan alur seksi pelayanan
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<Process Name=>

AR seksi pengawasan dan

Kepala seksi
pengawasan dan

| Berkas |
parmohanan

»——b— menandatangani

| Membuat dan

|konsep hasil analisis
indikasi

| ketidakwajaran nilzi
épenglihan

Hasil indikasi
| ketidakwajaran
| nilai pengalihan |

o,
¢ ",

 Milai
<_pengalinan
\\wajar '?,,
S tidak

v

v v

ya

ey | Rembuatan surs
| tugas

b A
Melakukan penilaian |
dalam rangka |
penilaian dalam
rangka penelitian
material
Membuat konsep

\laperan penilaian

Knsep laparan
penilaian

konsultasi II/11/IV atau Fungsional | konsultasi I/
Petugas peneliti AR/Pelaksana seksi penilai/petuga atau kepala Kepala KPP
ekstensifikasi dan s penilai pajak | Pelaksana seksi
penyuluhan ekstensifikasi dan
penyuluhan
Mulai { 9 B
Knsap laporan
penilaian
'v' - —
Melakukan anlisis
indikasi kewajaran nilai |
|pengalihan |

| Meniliti, menyetujui, |
| dan menandatangani |
| konsep hasil analsis
| indikasi
| ketidakwajaran nilal |
| pengalihan |

A
| Hasil indikasi |
| kelidakwajaran |
| nilai pengalihan |
TTD

| menyetujui, dan |
| menandatangani |
| konsep laporan |
| penlaian

oy
Knsap laporan
penilaian td

Gambar 3.5 Bagan Alur AR
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<Process Name=>

AR seksi
pengawasan dan

Fungsional

Kepala seksi
pengawasan dan

’ keterangan’

4\ data dan/atau,

Petugas konsultasi II/I/1V penilai/petuga konsultasi IV atau Kepala KPP
peneliti atau AR/Pelaksana s penilai pajak kepala Pelaksana
seksi ekstensifikasi seksi ekstensifikasi
dan penyuluhan dan penyuluhan
1
. ¥
| Membuat dan | Menugaskan
| menandatangani | urﬁuk Knsep laparan
| konsap laporan | indaklaniuti - penilaian fd
| hasil penelitian | menincakiany P
| Konsep laporan |
hasil panelitian td | Menelll,
| AR I = menyetujui, dan
menandatangani
. Kmseﬂapman
hasil penelitian td | Menelit,
AR dan kepala | P menyetujui, dan |
seksi— | | menandatangani |
Y
Laparan has!
: - penelitianttd ARK
Y seksi dan K KPP
- '.'I"i.t.:lak Ianju.-t'? e
tidak _ ¥
Y
Prosedur
¥/ permintaan ",
| selesai | | penjelasan |

Gambar 3.

6 Bagan Alur AR
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3.2.9 Pembahasan

1.

Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam alam penelitian bukti pemenuhan kewajiban
penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan ha katas tanah dan atau
bangunan oleh seksi pelayanan pada kantor pelayanan pajak pratama Pati
adalah petugas tempat pelayanan terpadu, petugas seksi pelayanan, kepala
seksi pelayanan, seksi pengawasan, kepala seksi pengawasan, kepala kantor
pelayanan pajak pratama Pati dalam pelaksanaannya sudah dilakukan cukup
baik tetapi masih ada yang belum terutama pada saat penyimpanan berkas
yang telah disetujui kerap kali petugas kesulitan untuk diberikan kepada
wajib pajak dikarenakan ketidakadaan tempat untuk menyimpan berkas yang
telah dieliti.

Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan terdiri dari surat setoran pajak dan fotokopinya
yang sudah tertera nomer transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi
bank aau sarana lainnya yang dicantumkan nomor pokok wajib pajak, surat
pernyataan pengalihan dengan meterai, fotokopi bukti penjualan, fotokopi
bukti penagihan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir, fotokopy kartu
tanda penduduk untuk yang berstatus warga negara Indonesia, fotokopi
paspor untuk warga negara asing, surat kuasa jika diwakilkan, fotokopi

brosur pricelist dan perjanjian pengikatan penjualan, surat pernyataan tidak
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wajib mengunakan nomor pokok wajib pajak. Dalam pelaksanaanya sudah
cukup bagus.

3. Prosedur penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak
penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan
Dalam pelaksanaan prosedur di kantor pelayanan pajak pratama Pati sudah
cukup baik dan dilakukan secara berurutan tetapi pada saat meniliti petugas

seringkali lalai dalam memberikan tarif sehingga seringkali terjadi revisi.

Kelebihan prosedur peneltian penetoran pajak penghasilan final yang diterapkan

di KPP Pratama Pati :

1. Disaat ada dokumen yang kurang lengkap maka tempat pelayanan terpadu
atau pelaksanan seksi pelayanan langsung diberikan kepada wajib pajak untuk
dipenuhi untuk mempercepat waktu dalam penelitian.

2. Dengan adanya struk saat pengambilan bukti pembayaran sehingga jika ada
wajib pajak yang hendak melakukan kecurangan dapat diketahui dengan
mudah.

3. Dalam dilakukannya pemeriksaan dua kali di bagian tempat pelayanan
terpadu dan pelaksana seksi pelayanan maka penelitian lebih teliti.
Kekurangan prosedur peneltian penetoran pajak penghasilan final yang
diterapkan di KPP Pratama Pati :

1. Pengarsipan berkas yang telah diteliti masih berantakan sehingga petugas

seringkali kesulitan mencari berkas yang akan diserahka kepada wajib pajak.
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2. Aplikasi yang digunakan masih banyak kekurangan misalnya mencari data
wajib pajak pada masa lampau sering kali terjadi kesulitan dalam pencarian.

3. Komputer yang digunakan seringkali down dan perlu pembaharuan.



4.1

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Pati dapat disimpulkan:

1. Prosedur yang dilakukan di KPP Pratama Pati sudah menyesuaikan

dengan prosedur penelitian yang telah dituang di surat edaran no
40.pj.2017 dan per 18 2017

Kelebihan yang ada dalam prosedur pajak penghasilan final atas
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah disaat dokumen
lengkap langsung diserahkan kepada wajib pajak sehingga menghemat
waktu, dengan syarat pengambilan hasil penelitian dengan bukti
penerimaan surat maka dapat mengurangi kecurangan, dalam pemeriksaan
dua kali di bagian tempat pelayanan teerpadu dan pelaksanan seksi
pelayanan maka penelitian lebih teliti

Kekurangan yang ada di posedur pajak penghasilan final atas pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan adalah kurangnya sumber daya manusia,
tidak adanya tempat untuk menyimpan hasil penelitian, pengarsipan yang

kurang rapi, komputer dan aplikasi yang seringkali down.
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3.2  Saran
1. Kantor Pelayanan Pajak Pati lebih baik membuat pengarsipan untuk
berkas yang sudah diteliti sehingga lebih mudah dala proses pencarian.
2. Memperbaharui aplikasi yang digunakan untuk proses penelitian.
3. Memperbaiki komputer agar tidak seringkali down.
4. Melakukan perekrutan terutama pada seksi pelayanan untuk mengerjakan

penelitian formal.
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LAMPIRAN

Pada tanggal ............. veeeenes 23 telah melakukan pengalihan hak atas
tanah dan/ataun ba_nguna_n atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli
atas tanah dan/atau bangunan 24 * melalui jual beli tanpa hubungan
istimewa/jual beli dengan hubungan istimewa/tukar menukar/cara lain 24 *
dengan keterangan tanah dan,r‘ atau bangunan scbagai berikut:

Nomor Objek Pajak - Lo DBa

MNomaor Identifikasi Bidang .. 26

Koordinat . 2T
Alamat o
Desa/Kelurahan i A8
Kecamatan e 2B
Kabupaten /Kota . 2R
Luas tanah . 29
Luas bangunan S e S PR B
Harga (terbilang) i e e B L
Tarif PPh Bl e e Vs e otk e ek e I
Jumlah PPh i [terb:&angj 33
Cara pembayaran tranafer,ftunalft:msftr & tunai/cara lain 34 *
Nomor rekening R e Tt
Bank i m ba  e R  Rn k onn  TAL
Nama pemilik rekening A e G o G P
Mama Notaris/PPAT T T R L P e LT .
Register Notaris/PPAT S O T
NPWP Notaris/PPAT R Ee A MR A T
Denah Lokasi Objek Pajak Foto Objek Pajalc
41 az

Pernyataan ini kami buat dengan scbenar-benarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak
benar maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan
wvang bertaloa.

e hrah o e =2 20..... 8
Pihak yang mengalihkan Plhak }rﬂng mencr engalihan
Meterai {{ G ] ({ ‘:.:m. 1
T N s
(Nama yang miefigalihkan) ! {(Nama yang menerin‘[a pcngalihan} 12
(NPWP/Jabatan]) 7 (NPWP/Jabatan) *7

Mengetahui Notaris / PPAT
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SURAT PERNYATAAN TIDAK WAJIB MENGGUNAKAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

A. Bentuk Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama L e ——
NIK/No Paspor A iy L s R
Status : Kawin/Tidak Kawin *
Jumlah Tanggungan
Alamat

L]

(=

Telepon

telah menyetorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual
beli atas tanah dan/atau bangunan * tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib
Pajak, karena;

[] selama tahun ...... o memiliki penghasilan sebesar Rp........ooooon T,

[] merupakan Subjek Pajuk Luar Negeri, **

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang rr!-.;{r!bunt pernyataan

Meterai °

(Nama yang membuat pernyataan) !
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
A, Bentuk Surat Keterangan Fenelitian Formal
[ A,  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
R DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ., srrkaynd
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......coooinnniinniinninn

| KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PF‘NGHA‘%ILAN

" SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN

. DDITIOT o wowuiis anie iomuis nonn ssanpgosmensns s siesins
]
TELAH DITELITI
A, ldentitas Wajib Pajak dan Objck Pajak
Nama Wajib Pajak R e b e Ul B 2
NPWP s by LN 1 ST kg vy 428 i 5 s o mi 3
Alamat Wajib Pajak 4
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1
Nomor Objek Pajak R AT T &
Alamat Objek Pajak e e e 8
||||||||||||||||| 6
Luas Tanah/Bangunan S sl bk ET
B. Bukti Pernenuhan l-.cwn_jlban Pcnyctoran PPh
Kode Akun Pajale e A e 8
Kode Jenis Setoran D el L e e ol g
Jumiah Pembayaran e e B e Ll e T 1o
Jumlah S8pP gt ki i pdb A T AR L
T e eyt o G i i A TR 1%
(Nomaor BPS) 12 a.n Kepala I{a.nmr Pelayanan Pajak
!E 13 Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2EPIS.
B 16 r"""f ‘.‘:1.1'
(Nama) 17 VY
_Eﬁ- (NIP) 18 i Cap Kantor 19 |
| Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban 'P:nyctoran I’ajalf.' /
Penghasilan Tidak Dipungut Biaya ‘-._‘;‘____‘ B
Dalam hal terdapal data yang mengebabkan Pajak Pen.ghasr!ar‘t ‘h"t};rlﬁg
dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya
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B. Bentuk Lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal

Lampiran Surat Keterangan
Penelinan Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak
Penghasilan

MOTHOE: = iiiiiviissimininisnnsnsiianninien

No

Masa Pajak
20

Jumlah Pembayaran NTPN
10
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SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP

DAN/ATAU TIDAK SESUAI

A. Bentuk Surat Pemberitahuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .......cccouiiee.
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....c.ccoiiiisiniinnan

1

Nomor 3
Lampiran A IO o 4
Perihal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian

bl 3 (P TR L N LR L T R TR s
W o e i et
s T L
Behubungan dengan surat Saudara Nomor ........... & tanggal ..........oe0n.
hal......... ¥ dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti

pemenuhan kewajiban penvetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual
beli atas tanah dan/atau bangunan vang Saudara sampaikan, tidak dapat
dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat
dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan

Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh

Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

rincian sebagai berikut:
a. kelengkapan dokumen persyaratan

kelengkapan

No

Uraian Kelengkapan Dokumen

Keterangan 9

Ada Tidak Ada

1

SSP yang sudah tertera NTPN dan
NTB/NTP/NPP atau sarana administrasi lainnya
yang disamakan dengan SSP

surat pernyataan Engalihan hak atas tanah
danfatau bangunan atau perubahan perjanjian
pengikatan jual beli atas tanah dan/atau
bangunan yang telah diisi secara lengkap dan
dibubuhi meterai
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fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti
transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan
uang secara tunai yang telah ditandatangani
pihak yang mengalihkan tanah dan/atau
bangunan di atas meterai

fotokopi SPPT PBB atau bukti penagihan PBB
lainnya untuk tahun terakhir

fotokopi KTP atau Paspor pembeli dan penjual

surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa
untuk menyampaikan dan/atau mengambil
dokumen (opsional)

fotokopi brosur, price list, dan PPJB (opsional)

surat pernyataan tidak wajib menggunakan
NPWP (opsional)

fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan
pendaftaran DIRE  berbentuk KIK  wyang
diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK
[opsional)

10

keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang
mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan
Spesial Purpose Company atau KIK dalam skema
KIK tertentu (opsional)

11

surat pernyataan bermeterai yang menyatakan
bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real
Estat kepada Spesial Purpose Company atau KIK
dalam skema KIK tertentu (opsional)

b. kesesuaian data penelitian formal

No

Uraian Kesesuaian Data

Keterangan 1°

Sesuai

Tidak
Sesuai

identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan
kewajiban penyetoran PPh dengan data di
Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP
atau Paspor

2 | jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak
dengan PPh yang seharusnya terutang
berdasarkan surat pernyataan

3 | kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah

PPh yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data
penerimaan  pajak dalam Modul Penerimaan
Negara

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen danj/atau menyesuaikan
data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian
tersebut,

Demikian disampaikan.

a.n Kepala Kantor,
Kepala Seksi Pelayanan /Kepala KP2KP

RIP iveviniiiiemmin

15

o 1
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A. LAPORAN ANALISIS INDIKASI KETIDAKWAJARAN NILAI PENGALIHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .................. (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .........ccoicnnnmnnnnnnnas(2)

B L T T T T P T T P T T T PP

LAPORAN ANALISIS KEWAJARAN NILAI PENGALIHAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAN OBJEK PENGALIHAN

1.
2
a
4

5.
6.

1.

Nama Waijib Pajak B s s e Sl L s (B
NPWP ceren ()
Alamat ...{B)

. Objek Pengalihan :::::(a:
Lokasi e A g st S s e e At B s e S e S b v T

B. IKSHTISAR ANALISIS
Latar Belakang
a) Dasar Hukum

b)

1) Undang-Undang MNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah danfatau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah danfatau Bangunan Beserta

Perubahannya.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak

Investasi Kolektif Tertentu;

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016
tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau

Bangunan Beserta Perubahannya.

5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara
Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah danfatau Bangunan Beserta

Perubahannya.
Reviu Penelitian Formal

Berdasarkan kelengkapan dokumen Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran PPh atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perubahan

o
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i

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan, yaitu sebagai

berikut:

ii.

iv. dst.

telah dilakukan penelitian formal cleh KPP Pratama.... . J/KP2KP ~(10)

yang ae&an]ulnya diteruskan untuk kepentingan penelitian material dengan
tanggel s (11)

2. Indikasi Ketidakwajaran

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan Account Representative atas kelengkapan
dokumen Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas
Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan Beserta Perubahannya yang diterima setelah penelitian formal selesai,
ditemukan/tidak ditemukan® adanya indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau Perubahan PPJB atas tanah danfatau bangunan
yang dinyatakan oleh Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

h]
d) dst

C. USULAN
Atas uraian di atas, maka berdasarkan analisis tersebut perluhidak perlu® dilakukan
penilaian dalam rangka penelitian lapangan Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
PPh atas Tanah danfatau Bangunan, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Menyetuitl, ey e 20.....
NIP . e NP



B. SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ......ccvvvnnnnnne (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....cocoemrmninnrnnnnanns (2)

SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN
| | R SR ] (3)

Dalam rangka pelaksanaan proses pengawasan penelitian bukti pemenuhan
kewajiban penyetoran atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
dan perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya, dipandang periu untuk
melaksanakan penelitian l[apangan. Dengan ini ditugaskan kepada:

No Mama (4) NIP (5) Pangkat/Golongan (6)
1
2
dst
untuk melaksanakan penelitian lapangan pada hari ..............(7) tanggal..........(B)
terhadap:
Nama PSR . |
NPWP SR R 1 L),
NOP R TR L
Alamat Objek R 12 .

Tujuan penelitian

1. memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang dicantumkan
dalam surat pernyataan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan

2.  meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau
perubahan PPJB atas tanah danfatau bangunan yang terdapat dalam bukti
penjualan/bukti transfer/bukti penermaan uang. dalam hal pengalihan tanah
dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
dan/atau

&
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C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ........coounne (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ........ccoeveerenenesnnns 2

A. Umum

2
3.
4.
5.
6.

B. Dasar Hukum

1.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Nomor: LHPt-. .......c.ccoonieeee.(3)

TanGEak...ccomissssenssnssiens B)
NPWP eeereerssesesseeneresesensseseresesss{B)
NamaWajib Pajak  .......cccocvrvrmmemsrsmmsrensesnerraseaedB)
NIK/Mo. Paspor Lssnsssss s ssanT)
Alamat D p—— | .
Telepon/Mp Fe A=t L T . (9)
dst...

Undang-Undang MNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Momor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak alas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak
Investasi Kolektif Tertentu;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016
tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah
dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Momor PER-18/PJ/2017 tentang Tata
Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
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SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A, Bentuk Surat Pernyataan
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama wl
Jabatan w2
NIK/No Paspor 2
NPWP il
Alamat .3
PR T ) s
Telepon e A e e
selaku pengurus dari:
Nama Badan Usaha S N BRI L L A Rt
Nomor Akta Pendirian  :.....ccvvecermrrremesiassiiin 2%
NPWP Badan Usaha e el e o s s
Alamat ey n it L ehnran e e i amn e A
L 1o%
Telepon : L b

dalam hal ini sebagai pihak vang mengalihkan tanah dan/atau bangunan, dan

Nama CE A el A | B I
Jabatan R T
NIK/No Paspor e B E AT SR I
NPWP P r. -y Uy 15
Alamat S 16
S A v
Telepon R s e A7
selaku pengurus dari:
Nama Badan Usaha T TR T T SR s B
Nomor Akta Pendirian @ .ecicicnniniirseseias 19 *
NPWP Badan Usaha e B o FP R L
Alamat e e L L
e e 2' *
Telepon : e e

dalam hal ini sebapai pihak vang menerima pengalihan tanah dan/atan
bangunan.
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